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[SIARAN PERS]
Nomor: 021/RILIS/BKN/ X/ 2022
Jakarta, 09 Oktober 2022

BKN Minta PPK Instansi Validasi Ulang Data 152.803 Non-ASN tidak
Sesuai Ketentuan Pendataan

Berdasarkan rekapitulasi hasil pendataan tenaga non-ASN tahap
prafinalisasi yang telah disampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN)
sebagai rujukan masing-masing instansi untuk mengumumkan data non-
ASN, BKN mencatat terdapat 152.803 data non-ASN (data BKN tanggal 07
Oktober 2022) sejumlah jabatan, seperti Pengemudi, Tenaga Kebersihan, dan
Satuan Pengamanan serta sejenisnya tidak sesuai dengan Surat Menteri

PANRB nomor B/185/M.SM.02.03/2022 dan B/1511/M.SM.01.00/2022.

Untuk itu BKN meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melakukan verifikasi dan
validasi kembali daftar tenaga non-ASN yang jabatannya tidak sesuai dengan
merujuk pada Surat Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB
nomor B/1971/SM.01.00/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang
Nomenklatur Jabatan di Dalam Pendataan Non ASN. Hal ini telah
disampaikan kepada PPK instansi melalui Surat BKN Nomor 33302/B-
SI.01.01/SD/K/2022 tentang Jabatan yang tidak sesuai dengan Kententuan

Pendataan Tenaga non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pada siaran pers BKN 020/RILIS/BKN/X/2022 tanggal 05 Oktober
2022, BKN telah menyampaikan bahwa rekapitulasi hasil data tenaga non-
ASN tahap prafinalisasi pada portal pendataan-nonasn.bkn.go.id berjumlah
2.215.542. Data tersebut terdiri dari 335.639 daftar tenaga non-ASN di
lingkup Instansi Pusat dan 1.879.903 di lingkup Instansi Daerah.
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Pada tahap finalisasi pendataan non-ASN, BKN juga telah meminta
data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertakan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani PPK Instansi. Jika
data final tidak disertai dengan SPTJM maka data tersebut tidak akan
dijadikan data dasar tenaga non-ASN. Apabila di kemudian hari data final
yang disampaikan PPK Instansi tidak sesuai dengan ketentuan pendataan
tenaga non-ASN akan berkonsekuensi pertanggungjawaban hukum terhadap

Pimpinan Unit Kerja maupun PPK Instansi.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat,
Hukum, dan Kerja Sama
Badan Kepegawaian Negara

"4 Satya Pratama
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Nomor : 33302/B-S1.01.01/SD/K/2022 Jakarta, 7 Oktober 2022
Lampiran : 3 (Tiga) berkas
Hal : Jabatan Yang Tidak Sesuai Dengan

Ketentuan Pendataan Tenaga Non ASN di
Lingkungan Instansi Pemerintah

Kepada
Yth. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah
Terlampir
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Menteri PANRB nomor B/1917/M.SM.01.00/2022 tanggal 29
September 2022 tentang Tindak Lanjut Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi
Pemerintah, bersamaini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka menjaga validitas data dan akuntabilitas pendataan sesuai dengan Surat Menteri
PANRB nomor B/185/M.SM.02.03/2022 dan nomor B/1511/M.SM.01.00/2022, Instansi
wajib melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian data-data yang telah di input
melalui laman sistem aplikasi pendataan Non ASN.

2. Sejalan dengan hal tersebut, kami telah menyampaikan data hasil pendataan Pra Finalisasi
sebagai rujukan bagi instansi pemerintah dalam mengumumkan data non ASN yang telah
diinput melalui laman https://pengumuman-nonasn.bkn.go.id/pengumuman.

3. Merujuk surat Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB nomor
B/1971/SM.01.00/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Nomenklatur Jabatan di Dalam
Pendataan Non ASN. Berdasarkan data terkini per tanggal 7 Oktober 2022, terdapat beberapa
jabatan seperti Pengemudi, Tenaga Kebersihan, serta satuan Pengamanan dan sejenisnya
sebanyak 152.803 (Seratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga) yang tidak sesuai
dengan Surat Menteri PANRB nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 dan
B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 terlampir. Adapun rinciannya tiap — tiap
instansi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat diunduh pada laman
https://s.id/1kenl.

4. Sehubungan hal tersebut, kami minta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi
kembali atas nama pegawai yang jabatannya tidak sesuai tersebut.
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5. Selanjutnya, data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertakan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Pejabat Pembina Kepegawaian.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara

‘a0 BIMA HARLA WIBISANA

Tembusan, Yth:
Menteri PANRB
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Lampiran | : Daftar Instansi yang terdapat jabatan tidak sesuai

1010 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

3001 Kementerian Dalam Negeri

3003 Kementerian Pertahanan

3004 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

3005 Kementerian Keuangan

3006 Kementerian Pertanian

3008 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

3009 Kementerian Perhubungan

3010 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

3011 Kementerian Kesehatan

3012 Kementerian Agama

3013 Kementerian Ketenagakerjaan

3014 Kementerian Sosial

3015 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

3016 Kementerian Kelautan dan Perikanan

3018 Kementerian Komunikasi dan Informatika

3019 Kementerian Perdagangan

3020 Kementerian Perindustrian

3021 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

3022 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif

4001 Kementerian Sekretariat Negara

4006 Sekretariat Jenderal DPR RI

4008 Badan Pemeriksa Keuangan

4012 Lembaga Administrasi Negara

4016 Badan Pusat Statistik

4017 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas

4018 Arsip Nasional Republik Indonesia

4020 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

4023 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

4024 Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional

4025 Perpustakaan Nasional Rl

4040 Badan Narkotika Nasional

4041 Setjen Komisi Pemilihan Umum

4046 Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Rl

4051 Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

4053 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

4060 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

4062 Badan Pengawas Pemilihan Umum

4063 Komisi Aparatur Sipil Negara

4068 Badan Pangan Nasional

6300 Pemerintah Daerah D | Yogyakarta
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6301 Pemerintah Kab. Bantul

6302 Pemerintah Kab. Sleman
6303 Pemerintah Kab. Gunung Kidul
6304 Pemerintah Kab. Kulon Progo
6371 Pemerintah Kota Yogyakarta
6400 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
6401 Pemerintah Kab. Semarang
6402 Pemerintah Kab. Kendal

6403 Pemerintah Kab. Demak

6404 Pemerintah Kab. Grobogan
6405 Pemerintah Kab. Pekalongan
6406 Pemerintah Kab. Batang

6407 Pemerintah Kab. Tegal

6408 Pemerintah Kab. Brebes

6409 Pemerintah Kab. Pati

6410 Pemerintah Kab. Kudus

6411 Pemerintah Kab. Pemalang
6412 Pemerintah Kab. Jepara

6413 Pemerintah Kab. Rembang
6414 Pemerintah Kab. Blora

6415 Pemerintah Kab. Banyumas
6416 Pemerintah Kab. Cilacap
6417 Pemerintah Kab. Purbalingga
6418 Pemerintah Kab. Banjarnegara
6419 Pemerintah Kab. Magelang
6420 Pemerintah Kab. Temanggung
6421 Pemerintah Kab. Wonosobo
6422 Pemerintah Kab. Purworejo
6423 Pemerintah Kab. Kebumen
6424 Pemerintah Kab. Klaten

6425 Pemerintah Kab. Boyolali
6426 Pemerintah Kab. Sragen

6427 Pemerintah Kab. Sukoharjo
6428 Pemerintah Kab. Karanganyar
6429 Pemerintah Kab. Wonogiri
6471 Pemerintah Kota Semarang
6472 Pemerintah Kota Salatiga
6473 Pemerintah Kota Pekalongan
6474 Pemerintah Kota Tegal

6475 Pemerintah Kota Magelang
6476 Pemerintah Kota Surakarta
6500 Pemerintah Provinsi Jawa Timur
6501 Pemerintah Kab. Gresik

6502 Pemerintah Kab. Mojokerto
6503 Pemerintah Kab. Sidoarjo
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6504 Pemerintah Kab. Jombang
6505 Pemerintah Kab. Sampang
6506 Pemerintah Kab. Pamekasan
6507 Pemerintah Kab. Sumenep
6508 Pemerintah Kab. Bangkalan
6509 Pemerintah Kab. Bondowoso
6510 Pemerintah Kab. Situbondo
6511 Pemerintah Kab. Banyuwangi
6512 Pemerintah Kab. Jember
6513 Pemerintah Kab. Malang
6514 Pemerintah Kab. Pasuruan
6515 Pemerintah Kab. Probolinggo
6516 Pemerintah Kab. Lumajang
6517 Pemerintah Kab. Kediri

6518 Pemerintah Kab. Tulungagung
6519 Pemerintah Kab. Nganjuk
6520 Pemerintah Kab. Trenggalek
6521 Pemerintah Kab. Blitar

6522 Pemerintah Kab. Madiun
6523 Pemerintah Kab. Ngawi
6524 Pemerintah Kab. Magetan
6525 Pemerintah Kab. Ponorogo
6526 Pemerintah Kab. Pacitan
6527 Pemerintah Kab. Bojonegoro
6528 Pemerintah Kab. Tuban

6529 Pemerintah Kab. Lamongan
6571 Pemerintah Kota Surabaya
6572 Pemerintah Kota Mojokerto
6573 Pemerintah Kota Malang
6574 Pemerintah Kota Pasuruan
6575 Pemerintah Kota Probolinggo
6576 Pemerintah Kota Blitar

6577 Pemerintah Kota Kediri

6578 Pemerintah Kota Madiun
6579 Pemerintah Kota Batu

6100 Pemerintah Provinsi Jawa Barat
6101 Pemerintah Kab. Bogor

6102 Pemerintah Kab. Sukabumi
6103 Pemerintah Kab. Cianjur
6104 Pemerintah Kab. Bekasi
6105 Pemerintah Kab. Karawang
6106 Pemerintah Kab. Purwakarta
6107 Pemerintah Kab. Subang
6108 Pemerintah Kab. Bandung
6109 Pemerintah Kab. Sumedang
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6110 Pemerintah Kab. Garut

6111 Pemerintah Kab. Tasikmalaya
6112 Pemerintah Kab. Ciamis

6113 Pemerintah Kab. Cirebon

6114 Pemerintah Kab. Kuningan

6115 Pemerintah Kab. Indramayu
6116 Pemerintah Kab. Majalengka
6117 Pemerintah Kab. Bandung Barat
6118 Pemerintah Kab. Pangandaran
6171 Pemerintah Kota Bandung

6172 Pemerintah Kota Bogor

6173 Pemerintah Kota Sukabumi

6174 Pemerintah Kota Cirebon

6175 Pemerintah Kota Bekasi

6176 Pemerintah Kota Depok

6177 Pemerintah Kota Cimahi

6178 Pemerintah Kota Tasikmalaya
6179 Pemerintah Kota Banjar

6200 Pemerintah Provinsi Banten
6201 Pemerintah Kab. Serang

6203 Pemerintah Kab. Lebak

6204 Pemerintah Kab. Tangerang
6271 Pemerintah Kota Tangerang
6272 Pemerintah Kota Cilegon

6273 Pemerintah Kota Serang

6274 Pemerintah Kota Tangerang Selatan
7200 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
7201 Pemerintah Kab. Poso

7202 Pemerintah Kab. Donggala

7203 Pemerintah Kab. Tolitoli

7204 Pemerintah Kab. Banggai

7205 Pemerintah Kab. Buol

7206 Pemerintah Kab. Morowali

7207 Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan
7208 Pemerintah Kab. Parigi Moutong
7209 Pemerintah Kab. Tojo Una Una
7210 Pemerintah Kab. Sigi

7211 Pemerintah Kab. Banggai Laut
7212 Pemerintah Kab. Morowali Utara
7271 Pemerintah Kota Palu

7300 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
7301 Pemerintah Kab. Pinrang

7302 Pemerintah Kab. Gowa

7303 Pemerintah Kab. Wajo

7305 Pemerintah Kab. Bone
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7306 Pemerintah Kab. Tana Toraja

7307 Pemerintah Kab. Maros

7309 Pemerintah Kab. Luwu

7310 Pemerintah Kab. Sinjai

7311 Pemerintah Kab. Bulukumba

7312 Pemerintah Kab. Bantaeng

7313 Pemerintah Kab. Jeneponto

7314 Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar
7315 Pemerintah Kab. Takalar

7316 Pemerintah Kab. Barru

7317 Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang
7318 Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan
7319 Pemerintah Kab. Soppeng

7321 Pemerintah Kab. Enrekang

7322 Pemerintah Kab. Luwu Utara

7325 Pemerintah Kab. Luwu Timur

7326 Pemerintah Kab. Toraja Utara

7371 Pemerintah Kota Makassar

7372 Pemerintah Kota Parepare

7373 Pemerintah Kota Palopo

7400 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
7401 Pemerintah Kab. Konawe

7402 Pemerintah Kab. Buton

7403 Pemerintah Kab. Muna

7404 Pemerintah Kab. Kolaka

7405 Pemerintah Kab. Konawe Selatan
7406 Pemerintah Kab. Kolaka Utara

7407 Pemerintah Kab. Bombana

7408 Pemerintah Kab. Wakatobi

7410 Pemerintah Kab. Buton Utara

7411 Pemerintah Kab. Konawe Utara
7412 Pemerintah Kab. Kolaka Timur
7413 Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan
7414 Pemerintah Kab. Buton Selatan
7415 Pemerintah Kab. Buton Tengah
7416 Pemerintah Kab. Muna Barat

7471 Pemerintah Kota Kendari

7472 Pemerintah Kota Baubau

7800 Pemerintah Provinsi Maluku

7801 Pemerintah Kab. Maluku Tengah
7802 Pemerintah Kab. Maluku Tenggara
7803 Pemerintah Kab. Buru

7805 Pemerintah Kab. Kepulauan Aru
7806 Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat
7807 Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur
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7809 Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya
7871 Pemerintah Kota Ambon

7872 Pemerintah Kota Tual

8300 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
8301 Pemerintah Kab. Pasangkayu

8302 Pemerintah Kab. Mamuju

8303 Pemerintah Kab. Mamasa

8304 Pemerintah Kab. Polewali Mandar
8305 Pemerintah Kab. Majene

8306 Pemerintah Kab. Mamuju Tengah
5900 Pemerintah Provinsi Lampung

5901 Pemerintah Kab. Lampung Selatan
5902 Pemerintah Kab. Lampung Tengah
5903 Pemerintah Kab. Lampung Utara
5904 Pemerintah Kab. Lampung Barat
5905 Pemerintah Kab. Tulang Bawang
5906 Pemerintah Kab. Tanggamus

5907 Pemerintah Kab. Way Kanan

5908 Pemerintah Kab. Lampung Timur
5909 Pemerintah Kab. Pesawaran

5910 Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat
5911 Pemerintah Kab. Pringsewu

5912 Pemerintah Kab. Mesuji

5913 Pemerintah Kab. Pesisir Barat

5971 Pemerintah Kota Metro

5972 Pemerintah Kota Bandar Lampung
6000 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6600 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
6601 Pemerintah Kab. Sambas

6602 Pemerintah Kab. Sanggau

6603 Pemerintah Kab. Sintang

6604 Pemerintah Kab. Mempawah

6605 Pemerintah Kab. Kapuas Hulu

6606 Pemerintah Kab. Ketapang

6607 Pemerintah Kab. Bengkayang

6608 Pemerintah Kab. Landak

6609 Pemerintah Kab. Melawi

6610 Pemerintah Kab. Sekadau

6611 Pemerintah Kab. Kubu Raya

6612 Pemerintah Kab. Kayong Utara
6671 Pemerintah Kota Pontianak

6672 Pemerintah Kota Singkawang

5200 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
5201 Pemerintah Kab. Deli Serdang

5202 Pemerintah Kab. Karo
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5203 Pemerintah Kab. Langkat

5204 Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah
5205 Pemerintah Kab. Simalungun

5206 Pemerintah Kab. Labuhanbatu

5207 Pemerintah Kab. Dairi

5209 Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan
5210 Pemerintah Kab. Asahan

5211 Pemerintah Kab. Nias

5212 Pemerintah Kab. Toba

5213 Pemerintah Kab. Mandailing Natal
5214 Pemerintah Kab. Nias Selatan

5215 Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan
5216 Pemerintah Kab. Pakpak Bharat

5217 Pemerintah Kab. Samosir

5218 Pemerintah Kab. Serdang Bedagai
5219 Pemerintah Kab. Padang Lawas

5220 Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara
5221 Pemerintah Kab. Batubara

5222 Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan
5223 Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara
5224 Pemerintah Kab. Nias Barat

5225 Pemerintah Kab. Nias Utara

5271 Pemerintah Kota Medan

5272 Pemerintah Kota Tebing Tinggi

5273 Pemerintah Kota Binjai

5274 Pemerintah Kota Pematangsiantar
5275 Pemerintah Kota Tanjungbalai

5276 Pemerintah Kota Sibolga

5277 Pemerintah Kota Padangsidimpuan
5278 Pemerintah Kota Gunung Sitoli

5500 Pemerintah Provinsi Jambi

5501 Pemerintah Kab. Batang Hari

5502 Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat
5503 Pemerintah Kab. Bungo

5504 Pemerintah Kab. Merangin

5505 Pemerintah Kab. Kerinci

5506 Pemerintah Kab. Sarolangun

5507 Pemerintah Kab. Tebo

5508 Pemerintah Kab. Muaro Jambi

5509 Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur
5571 Pemerintah Kota Jambi

5572 Pemerintah Kota Sungai Penuh

5600 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
5601 Pemerintah Kab. Musi Banyuasin
5602 Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu
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5603 Pemerintah Kab. Muara Enim

5604 Pemerintah Kab. Lahat

5605 Pemerintah Kab. Musi Rawas

5606 Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir
5607 Pemerintah Kab. Banyuasin

5608 Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur
5609 Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.
5610 Pemerintah Kab. Ogan llir

5611 Pemerintah Kab. Empat Lawang

5612 Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara
5671 Pemerintah Kota Palembang

5672 Pemerintah Kota Pagar Alam

5673 Pemerintah Kota Lubuk Linggau

5674 Pemerintah Kota Prabumulih

5675 Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang llir
5700 Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung
5701 Pemerintah Kab. Bangka

5702 Pemerintah Kab. Belitung

5705 Pemerintah Kab. Bangka Selatan

5706 Pemerintah Kab. Belitung Timur

5771 Pemerintah Kota Pangkal Pinang

5800 Pemerintah Provinsi Bengkulu

5801 Pemerintah Kab. Bengkulu Utara

5802 Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan
5803 Pemerintah Kab. Rejang Lebong

5804 Pemerintah Kab. Kaur

5805 Pemerintah Kab. Seluma

5806 Pemerintah Kab. Mukomuko

5807 Pemerintah Kab. Kepahiang

5808 Pemerintah Kab. Lebong

5809 Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah
5871 Pemerintah Kota Bengkulu

6700 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
6701 Pemerintah Kab. Kapuas

6702 Pemerintah Kab. Barito Utara

6703 Pemerintah Kab. Barito Selatan

6704 Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur
6705 Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat
6706 Pemerintah Kab. Pulang Pisau

6707 Pemerintah Kab. Gunung Mas

6708 Pemerintah Kab. Lamandau

6709 Pemerintah Kab. Sukamara

6710 Pemerintah Kab. Murung Raya

6711 Pemerintah Kab. Katingan

6712 Pemerintah Kab. Seruyan
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6713 Pemerintah Kab. Barito Timur

6771 Pemerintah Kota Palangka Raya
6800 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
6801 Pemerintah Kab. Banjar

6802 Pemerintah Kab. Tanah Laut

6803 Pemerintah Kab. Tapin

6804 Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan
6805 Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah
6806 Pemerintah Kab. Barito Kuala

6807 Pemerintah Kab. Tabalong

6808 Pemerintah Kab. Kotabaru

6809 Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara
6810 Pemerintah Kab. Tanah Bumbu

6811 Pemerintah Kab. Balangan

6871 Pemerintah Kota Banjarmasin

6872 Pemerintah Kota Banjarbaru

6900 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
6901 Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
6902 Pemerintah Kab. Paser

6904 Pemerintah Kab. Berau

6907 Pemerintah Kab. Kutai Barat

6908 Pemerintah Kab. Kutai Timur

6910 Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara
6912 Pemerintah Kab. Mahakam Ulu

6971 Pemerintah Kota Samarinda

6972 Pemerintah Kota Balikpapan

6973 Pemerintah Kota Bontang

8400 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
8401 Pemerintah Kab. Bulungan

8402 Pemerintah Kab. Malinau

8403 Pemerintah Kab. Nunukan

8404 Pemerintah Kab. Tana Tidung

8471 Pemerintah Kota Tarakan

8000 Pemerintah Provinsi Papua

8001 Pemerintah Kab. Jayapura

8002 Pemerintah Kab. Biak Numfor

8007 Pemerintah Kab. Merauke

8009 Pemerintah Kab. Nabire

8012 Pemerintah Kab. Mimika

8015 Pemerintah Kab. Asmat

8019 Pemerintah Kab. Sarmi

8026 Pemerintah Kab. Waropen

8072 Pemerintah Kota Jayapura

7500 Pemerintah Provinsi Bali

7501 Pemerintah Kab. Buleleng
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7502 Pemerintah Kab. Jembrana

7503 Pemerintah Kab. Klungkung

7504 Pemerintah Kab. Gianyar

7505 Pemerintah Kab. Karangasem

7506 Pemerintah Kab. Bangli

7507 Pemerintah Kab. Badung

7508 Pemerintah Kab. Tabanan

7571 Pemerintah Kota Denpasar

7600 Pemerintah Provinsi NTB

7601 Pemerintah Kab. Lombok Barat
7602 Pemerintah Kab. Lombok Tengah
7603 Pemerintah Kab. Lombok Timur
7604 Pemerintah Kab. Bima

7605 Pemerintah Kab. Sumbawa

7606 Pemerintah Kab. Dompu

7607 Pemerintah Kab. Sumbawa Barat
7608 Pemerintah Kab. Lombok Utara
7671 Pemerintah Kota Mataram

7672 Pemerintah Kota Bima

7700 Pemerintah Provinsi NTT

7701 Pemerintah Kab. Kupang

7702 Pemerintah Kab. Belu

7703 Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara
7704 Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan
7705 Pemerintah Kab. Alor

7707 Pemerintah Kab. Flores Timur

7708 Pemerintah Kab. Ende

7709 Pemerintah Kab. Ngada

7710 Pemerintah Kab. Manggarai

7711 Pemerintah Kab. Sumba Timur
7713 Pemerintah Kab. Lembata

7714 Pemerintah Kab. Rote Ndao

7715 Pemerintah Kab. Manggarai Barat
7716 Pemerintah Kab. Manggarai Timur
7717 Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya
7719 Pemerintah Kab. Sumba Tengah
7720 Pemerintah Kab. Sabu Raijua

7721 Pemerintah Kab. Malaka

7771 Pemerintah Kota Kupang

7000 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
7001 Pemerintah Kab. Minahasa

7002 Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow
7003 Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe
7004 Pemerintah Kab. Minahasa Selatan
7005 Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud
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7007 Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara
7008 Pemerintah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
7009 Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara
7012 Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan
7013 Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur
7072 Pemerintah Kota Bitung

7073 Pemerintah Kota Tomohon

7074 Pemerintah Kota KotaMobagu

7100 Pemerintah Provinsi Gorontalo

7101 Pemerintah Kab. Gorontalo

7102 Pemerintah Kab. Boalemo

7104 Pemerintah Kab. Bone Bolango
7105 Pemerintah Kab. Gorontalo Utara
7171 Pemerintah Kota Gorontalo

7900 Pemerintah Provinsi Maluku Utara
7901 Pemerintah Kab. Halmahera Barat
7903 Pemerintah Kab. Kepulauan Sula
7904 Pemerintah Kab. Halmahera Selatan
7905 Pemerintah Kab. Halmahera Utara
7906 Pemerintah Kab. Halmahera Timur
7907 Pemerintah Kab. Pulau Morotai
7908 Pemerintah Kab. Pulau Taliabu

7971 Pemerintah Kota Ternate

7972 Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
5300 Pemerintah Provinsi Riau

5301 Pemerintah Kab. Kampar

5302 Pemerintah Kab. Bengkalis

5304 Pemerintah Kab. Indragiri Hulu
5305 Pemerintah Kab. Indragiri Hilir
5306 Pemerintah Kab. Pelalawan

5307 Pemerintah Kab. Rokan Hulu

5308 Pemerintah Kab. Rokan Hilir

5309 Pemerintah Kab. Siak

5312 Pemerintah Kab. Kuantan Singingi
5313 Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti
5371 Pemerintah Kota Pekanbaru

5373 Pemerintah Kota Dumai

5400 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
5401 Pemerintah Kab. Agam

5402 Pemerintah Kab. Pasaman

5403 Pemerintah Kab. Limapuluh Kota
5404 Pemerintah Kab. Solok

5405 Pemerintah Kab. Padang Pariaman
5406 Pemerintah Kab. Pesisir Selatan
5407 Pemerintah Kab. Tanah Datar
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5408 Pemerintah Kab. Sijunjung

5409 Pemerintah Kab. Kep. Mentawai
5410 Pemerintah Kab. Solok Selatan
5411 Pemerintah Kab. Dharmasraya
5412 Pemerintah Kab. Pasaman Barat
5471 Pemerintah Kota Bukittinggi
5472 Pemerintah Kota Padang Panjang
5473 Pemerintah Kota Sawahlunto
5475 Pemerintah Kota Padang

5476 Pemerintah Kota Payakumbuh
5477 Pemerintah Kota Pariaman

8100 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
8101 Pemerintah Kab. Bintan

8102 Pemerintah Kab. Karimun

8103 Pemerintah Kab. Natuna

8104 Pemerintah Kab. Lingga

8105 Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas
8171 Pemerintah Kota Batam

8172 Pemerintah Kota Tanjungpinang
5100 Pemerintah Aceh

5101 Pemerintah Kab. Aceh Besar
5102 Pemerintah Kab. Pidie

5103 Pemerintah Kab. Aceh Utara
5104 Pemerintah Kab. Aceh Timur
5106 Pemerintah Kab. Aceh Barat
5107 Pemerintah Kab. Aceh Tengah
5108 Pemerintah Kab. Aceh Tenggara
5109 Pemerintah Kab. Simeulue

5110 Pemerintah Kab. Bireuen

5111 Pemerintah Kab. Aceh Singkil
5112 Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya
5113 Pemerintah Kab. Gayo Lues
5114 Pemerintah Kab. Aceh Tamiang
5115 Pemerintah Kab. Nagan Raya
5116 Pemerintah Kab. Aceh Jaya
5117 Pemerintah Kab. Bener Meriah
5118 Pemerintah Kab. Pidie Jaya
5171 Pemerintah Kota Sabang

5172 Pemerintah Kota Banda Aceh
5173 Pemerintah Kota Langsa

5174 Pemerintah Kota Lhokseumawe
5175 Pemerintah Kota Subulussalam
8200 Pemerintah Provinsi Papua Barat
8202 Pemerintah Kab. Sorong Selatan
8205 Pemerintah Kab. Teluk Bintuni
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8208 Pemerintah Kab. Kaimana
8211 Pemerintah Kab. Maybrat
8271 Pemerintah Kota Sorong
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Lampiran Il: Jenis Jabatan yang tidak sesuai Surat Menteri PANRB nomor

B/185/M.SM.02.03/2022 dan nomor B/1511/M.SM.01.00/2022

Kode Jabatan | Jabatan Jumlah
4031013 JURU TEMUAN JURU PELIHARA PRAMU KELAS TATA KELAS 12
4031015 JURU CUCI 90
4031032 JURU MUDI TK.I 3
4031033 JURU MUDI TK.II 1
4031038 JURU MUDI 1.310
4081004 PENGAMANAN / GARDA 987
4112003 PENJAGA KANTOR 8.484
4112012 PENJAGA GEDUNG 483
4143071 PETUGAS LAUNDRY 334
4143264 PETUGAS PENJAGAAN 497
4146001 PRAMU ACARA PIMPINAN 25
4146002 PRAMU ADMINISTRASI 2.438
4146003 PRAMU BAHAN LAPORAN KERJA 3
4146005 PRAMU BARANG 12
4146006 PRAMU BERITA SANDI DAN TELEKOMUNIKASI 1
4146007 PRAMU BOGA 97
4146008 PRAMU BUKU INDUK 1
4146010 PRAMU DOKUMEN 4
4146011 PRAMU GUDANG 18
4146012 PRAMU JAMUAN DAN ACARA 37
4146013 PRAMU KANTOR 11.076
4146014 PRAMU KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN 15
4146015 PRAMU LABORATORIUM 275
4146016 PRAMU LABORATORIUM MIKRO 2
4146020 PRAMU PENYALUR BARANG 1
4146021 PRAMU PERSIDANGAN 5
4146022 PRAMU PUSTAKA 3
4146023 PRAMUSAJI 2.615
4146024 PRAMU SARANA KERJA 55
4146025 PRAMU SURAT 46
4146027 PRAMU TAMU 688
4146028 PRAMU KELAS 988
4146029 PRAMU DATA /PENYAIJI DATA 53
4146030 PRAMU HUSADA 18
4146032 PRAMU ASRAMA 330
4146033 PRAMU DAPUR 80
4146034 PRAMU TATA BUSANA JURU PELIHARA DAN PEMETAAN 9
4146036 PRAMU TAMAN DAN PEMELIHARAAN 1.679
4146037 PRAMU SARANA WISATA 4
4146038 PROTOKOL/PRAMU ACARA 57
4146039 PRAMU RUANG RAPAT 22
4146041 PRAMU ACARA 50
4146042 PRAMU WISATA 24
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4146043

PRAMUWISATA DAN BUDAYA

4146044 PRAMU WISMA 156
4146046 PRAMU GUDANG ATK 5
4146047 PRAMU KARYA 58
4159008 SATUAN PENGAMAN HUTAN LAINNYA 17
4159011 ANGGOTA SATUAN PENGAMANAN PEMASYARAKATAN 298
4171052 TENAGA TUKANG KEBUN 1.520
4171067 TENAGA TUKANG SAPU/CLEANING SERVICE 11.898
4193864 PETUGAS PENGAMANAN 7.833
4194282 KEPALA REGU SATUAN PENGAMANAN 11
4194285 PRAMU 6.639
4194585 PETUGAS PENGAMANAN INSTALASI NUKLIR 1
4194587 PRAMU JAMUAN 58
4194588 PRAMU TAMAN 2.197
4194811 PETUGAS PENGAMANAN INSTALASI 1
4194924 SECURITY 12.097
4195115 PRAMU UMUM 653
4197267 PRAMU CUCI BASAH 3
4197354 PRAMU ACARA/SEKRETARIS 12
4197753 PETUGAS PENGAMANAN HUTAN 140
4198242 CLEANING SERVICE OBYEK WISATA 367
4199024 PRAMU PAMERAN DAN PERAGAAN 2
4199142 PRAMU KANTOR, CARAKA DAN KEAMANAN 4.489
4199146 KOMANDAN SATUAN PENGAMANAN 30
4199151 KOORDINATOR LAUNDRY 5
4199154 OPERATOR LAUNDRY 2
4199746 PRAMU ARSIP 32
4199747 PRAMU KEBUN 175
4199748 PRAMU PIMPINAN 100
4199749 PRAMU RUANG 20
4199751 PRAMU TERNAK 1
4199761 PRAMU CUCI 26
4199954 PRAMUSAJI KEPRESIDENAN 8
4199976 PENJAGA TAHANAN (LAKI-LAKI) 8
4200167 CARAKA DAN PRAMUKANTOR 727
4200169 CARAKA, PRAMU KANTOR DAN PENGELOLA PERPUSTAKAAN 47
4200171 CLEANING SERVICE KAMAR MANDI DAN WC 181
4201266 PRAMU SARANA PENDIDIKAN 48
4202013 PENGURUS BARANG, CARAKA DAN PRAMU KANTOR 138
4202084 PRAMU INFORMASI 1
4202085 PRAMU KANTOR DAN CARAKA 252
4202086 PRAMU KANTOR DAN CLEANING SERVICE 10.622
4202087 PRAMU LAYANAN 239
PRAMU LAYANAN INFORMASI, ADUAN DAN KELUHAN
4202088 MASYARAKAT 7
4202089 PRAMUHUSADA INSTALASI RAWAT JALAN 25
4202136 PETUGAS PENGAMAN 195
4203940 PETUGAS PATWAL DAN PENGAMANAN KANTOR DAN RUJAB 15
4204076 PRAMU KAPAL RISET 3
4204077 PRAMU LA.BORATORIUM 2
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4204182 SUPIR KEPALA 11.350
4204206 PETUGAS PENGELOLA LAUNDRY 13
4204212 PETUGAS PENGAMANAN KANTOR 3.374
4204213 PETUGAS PENGAMANAN JAGA 86
4205242 SATUAN PENGAMAN TAHANAN/NARAPIDANA 6
4205457 PERSONIL PENGAMANAN BANDARA 42
4205558 PENGAMANAN DAN PENGAWALAN 17
4205574 ETUGAS JAGA / PENGAMANAN 55
4205595 CLENING SERVIS 2.642
4206192 PETUGAS JAGA / PENGAMANAN 1.189
4206222 CLEANING SERVIS 19.115
4206231 PRAMU URUSAN DALAM 1
4206719 PRAMU ACARA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH 40
4206720 PRAMU ASRAMA/GUEST HOUSE 15
4206721 PRAMU BENIH IKAN 142
4206724 PRAMU DOKUMENTASI DAN INFORMASI PUBLIK 4
4206725 PRAMU GOR 50
4206726 PRAMU LABORAT 3
4206728 PRAMU PELAYANAN 437
4206729 PRAMU PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DAN KEMATIAN 4
4206731 PRAMU PELAYANAN UMUM 146
4206732 PRAMU PEMAKAMAN UMUM 187
4206733 PRAMU PERLENGKAPAN 22
4206734 PRAMU PROTOKOL 8
4206735 PRAMU PUBLIKASI 7
4206736 PRAMU RUMAH TANGGA BUPATI 88
4206737 PRAMU STADION 26
4207177 DRIVER ALAT BERAT 230
4207468 PENJAGA KANTOR/RUMAH DINAS 1.104
4208663 PRAMU DOKUMENTASI INFORMASI PUBLIK 1
4208926 PETUGAS PENGATURAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS 494
4209297 PETUGAS SAPU JALAN 3.261
4209448 PENGAWAS/KORDINATOR SAPU JALAN 79
4209544 PRAMU PENGGANDAAN 3
4209615 KAMDAL (KEAMANAN DALAM) 1.293
4209649 KOMANDAN REGU PENGAMANAN 5
4210598 PRAMU,CARAKA SEKRETARIAT UMUM 20
4210637 PRAMU PIMPINAN DPRD 30
4210639 PRAMU RUMAH TANGGA GUBERNUR 22
4211341 REGU PENGAMANAN 107
4211349 SUPIR AMBULANCE 3.931
4211409 PETUGAS PENGAMANAN DAN OPERASIONAL 914
4211499 STAF PENGAMANAN 622
4211601 PENJAGAAN 97
4212077 PRAMU HUTAN KOTA 52
4212100 PRAMU PAMERAN 5
4212103 PRAMU SEKRETARIS DAERAH 10
4212362 STAF PENGAMANAN PIMPINAN 7
4212483 PEKARYA JALAN / SAPU JALAN 47
4212504 PENJAGA GEDUNG PUSKESMAS 142
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4212506 PENJAGA KANTOR RSUD 128
4213639 PRAMU ADMINISTRASI PIMPINAN 51
4213697 SATUAN PENGAMANAN TAHANAN/NARAPIDANA 4
4214191 STAF KESATUAN PENGAMANAN 584
4214397 STAF KESATUAN PENGAMANAN KPLP 1
4214747 PELAKSANA DAN PENGAWAS CLEANING SERVICE 178
4215435 PENJAGA GEDUNG DAN TAMAN SEKOLAH 98
4215820 PETUGAS CUCIAN DAN SETERIKA 40
4216053 PELAKSANA PRAMUSAJI 141
4216227 PETUGAS/PENJAGA KANTOR 1.783
4216473 PETUGAS OPERASI PENGAMANAN DAN PENERTIBAN 26
4216884 PETUGAS JAGA/PENGAMAN 196
4217293 PEMBINA UKM PRAMUKA 18
4217993 PETUGAS SATUAN PENGAMANAN KANTOR. TERMINAL 250
4218144 PRAMURUKTI 5
4218251 SATUAN PENGAMAN TK. Il 59
4218257 SATUAN PENGAMANAN NARAPIDANA 1
4218268 SATUAN PENGAMANAN PINTU UTAMA 49
4218388 STAF TEKNIK /JURU MUDI 90
4218491 PETUGAS PENGAMANAN DAN PENGAWALAN 30
4218513 PRAMU KESEHATAN 6
4218517 PRAMU KESYAHBANDARAN PERIKANAN 2
4218518 PRAMU PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA 29
4218521 PRAMU SEKOLAH 743
4218601 STAF LAUNDRY 48
4218844 TENAGA PENGAMAN LAINNYA 137
4219325 PENGETIK DAN PRAMUKANTOR 36
4219429 PRAMU ACARA KEPALA BALAI 2
4219435 PRAMU INFORMASI PARIWISATA 17
4219437 PRAMU MESS DIKLAT 6
4220055 PRAMU TAMU DAN INFORMASI 29
4220061 PRAMU TAMU PADA SUB BAGIAN TAMU BAGIAN PROTOKOL 6
4220317 TENAGA PENGAMAN DAN PELAYAN KANTOR 34
4221207 TUKANG SAPU DI JALAN 210
4221541 TENAGA PENGAMAN KANTOR 698
4222336 PRAMU KUNCI 5
4222445 PRAMU GEDUNG DAN TAMAN 561
4223056 PRAMU GUDANG DAN TAMAN 8
4225344 PRAMU PEMAKAMAN 192
4225924 PRAMU MENU 5
4225925 PRAMU PEKARANGAN DAN TAMAN 30
4227784 JURU MESIN KEMUDI 8
4227815 JURU MUDI ATAU ALNAV 2
4230931 OPERATOR KEPENGEMUDI DARURAT 248
OPERATOR KOMPUTER ATAU PENGEMUDI POKKO
4230939 KIKONBEKHARSTAL YONHUB 2
4235814 PRAMU KANTOR DIREKTUR 1
4236277 TUKANG CUCI 66
4236620 JURU MUDI (KELAS I1) 5
4236809 JURU MUDI KELAS | 3
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4236811 JURU MUDI KELAS 11l 1
4238312 PENJAGA TAHANAN (PEREMPUAN) 3
4290238 PENJAGA TAHANAN 79
4290681 PENJAGA TAHANAN (PRIA 7
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KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAXIMILE (021) 7398323, SITUS http://www.menpan.go.id

Nomor : B/1971/SM.01.00/2022 07 Oktober 2022
Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Berkas

Hal : Nomenklatur Jabatan di Dalam

Pendataan Non ASN

Yth.
Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN
di
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 32465/B-S1.01.01/SD/E/2022, tanggal 28
September 2022, hal hasil telaah terhadap nomenklatur jabatan di dalam pendataan Non ASN,
bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih informasi terkait dengan pendataan Non ASN
sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022 sejumlah 2.216.042 (dua juta dua ratus enam belas
ribu empat puluh dua) yang telah didaftarkan oleh Admin Instansi Pemerintah, yang terdiri
atas 66 Instansi Pusat dan 524 Instansi Daerah.

2. Namun demikian data yang diinput oleh Kementerian/Lembaga dan Pemda sebagaimana surat
Saudara masih terdapat jenis jabatan seperti tenaga pengemudi, tenaga kebersihan dan
satuan pengamanan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan surat Menteri PANRB Nomor:
B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 dan Nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22
Juli 2022.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya tenaga lain seperti Pengemudi, Tenaga
Kebersihan serta Satuan Pengamanan dan sejenisnya sebagaimana terlampir dapat dilakukan
melalui tenaga alih daya (Outsourcing), dan tidak termasuk dalam data dasar Non ASN.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :

ALEX DENNI
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia

Aparatur
NIP. 196812272021211003

Tembusan
1. Menteri PANRB
2. Kepala BKN

Catatan :
* UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau

hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.' y ‘
* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. a,
* Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di https://ceksurat.menpan.go.id, dengan kode 221005GDEC



Lampiran
Surat Nomor : B/1971/SM.01.00/2022

Tanggal : 7 Oktober
NO KODE JABATAN
1 4230939 OPERATOR KOMPUTER ATAU PENGEMUDI POKKO KIKONBEKHARSTAL
YONHUB
2 4230931 OPERATOR KEPENGEMUDI DARURAT
3 4207177 DRIVER ALAT BERAT
4 4211349 SUPIR AMBULANCE
5 4218388 STAF TEKNIK / JURU MUDI
6 4233305 PENGATUR MUDI
7 4227971 JURU SYST KEMUDI
8 4227961 JURU SISTEM KEMUDI
9 4227954 JURU SIST KEMUDI
10 4031033 JURU MUDI TK.II
11 4031032 JURU MUDI TK.I
12 4236812 JURU MUDI KELAS IV
13 4236811 JURU MUDI KELAS Il
14 4236810 JURU MUDI KELAS I
15 4236809 JURU MUDI KELAS |
16 4190482 JURU MUDI I
17 4190481 JURU MUDI Il
18 4190480 JURU MUDI |
19 4227815 JURU MUDI ATAU ALNAV
20 4236621 JURU MUDI (KELAS I1I)
21 4236620 JURU MUDI (KELAS 1)
22 4031038 JURU MUDI
23 4227784 JURU MESIN KEMUDI
24 4226864 BINTARA TIH MUDI
25 4226741 BINTARA MENGEMUDI
26 4204182 SUPIR KEPALA
27 4200171 CLEANING SERVICE KAMAR MANDI DAN WC
28 4198242 CLEANING SERVICE OBYEK WISATA
29 4206222 CLEANING SERVIS
30 4205595 CLENING SERVIS
31 4031015 JURU CUCI
32 4199151 KOORDINATOR LAUNDRY
33 4199154 OPERATOR LAUNDRY
34 4212483 PEKARYA JALAN / SAPU JALAN
35 4214747 PELAKSANA DAN PENGAWAS CLEANING SERVICE
36 4209448 PENGAWAS/KORDINATOR SAPU JALAN
37 4215820 PETUGAS CUCIAN DAN SETERIKA
38 4143071 PETUGAS LAUNDRY
39 4204206 PETUGAS PENGELOLA LAUNDRY
40 4209297 PETUGAS SAPU JALAN
41 4199761 PRAMU CUCI
42 4197267 PRAMU CUCI BASAH
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NO KODE JABATAN
43 4194587 PRAMU JAMUAN

44 4146012 PRAMU JAMUAN DAN ACARA

45 4146013 PRAMU KANTOR

46 4202085 PRAMU KANTOR DAN CARAKA

47 4202086 PRAMU KANTOR DAN CLEANING SERVICE
48 4235814 PRAMU KANTOR DIREKTUR

49 4219436 PRAMU KANTOR UPT DINAS PENDIDIKAN KEC.RANTUA PANDAN
50 4199142 PRAMU KANTOR, CARAKA DAN KEAMANAN
51 4146023 PRAMUSAJI

52 4146049 PRAMUSAJI KAPAL

53 4199954 PRAMUSAJI KEPRESIDENAN

54 4218601 STAF LAUNDRY

55 9000003 TENAGA KEBERSIHAN KHUSUS THK2

56 4171052 TENAGA TUKANG KEBUN

57 4171067 TENAGA TUKANG SAPU/CLEANING SERVICE
58 4236276 TUKANG BUK DAN TRAK SIBUK DAN TRAK
59 4236277 TUKANG CUCI

60 4221207 TUKANG SAPU DI JALAN

61 9000002 SATPAM KHUSUS THK2

62 4218235 ANGGOTA REGU PENGAMANAN LAPAS

63 4159011 ANGGOTA SATUAN PENGAMANAN PEMASYARAKATAN
64 4193787 ANGGOTA SATUAN PENGAMANAN TAHANAN / NARAPIDANA
65 4205574 ETUGAS JAGA / PENGAMANAN

66 4209615 KAMDAL (KEAMANAN DALAM)

67 4194282 KEPALA REGU SATUAN PENGAMANAN

68 4222342 KOMANDAN KOMPI SATUAN PENGAMANAN
69 4222343 KOMANDAN PLETON SATUAN PENGAMANAN
70 4209649 KOMANDAN REGU PENGAMANAN

71 4199146 KOMANDAN SATUAN PENGAMANAN

72 4081004 PENGAMANAN / GARDA

73 4205558 PENGAMANAN DAN PENGAWALAN

74 4081012 PENGAMANAN RUTAN

75 4193774 PENGAMANAN TAHANAN / NARAPIDANA

76 4112012 PENJAGA GEDUNG

77 4215435 PENJAGA GEDUNG DAN TAMAN SEKOLAH
78 4212504 PENJAGA GEDUNG PUSKESMAS

79 4112003 PENJAGA KANTOR

80 4234167 PENJAGA KANTOR PP JALA DIV

81 4212506 PENJAGA KANTOR RSUD

82 4207468 PENJAGA KANTOR/RUMAH DINAS

83 4290238 PENJAGA TAHANAN

84 4199976 PENJAGA TAHANAN (LAKI-LAKI)

85 4238312 PENJAGA TAHANAN (PEREMPUAN)

86 4290681 PENJAGA TAHANAN (PRIA)

87 4290664 PENJAGA TAHANAN (WANITA)

88 4211601 PENJAGAAN

89 4205457 PERSONIL PENGAMANAN BANDARA

90 4206192 PETUGAS JAGA / PENGAMANAN
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NO KODE JABATAN

91 4216884 PETUGAS JAGA/PENGAMAN

92 4216473 PETUGAS OPERASI PENGAMANAN DAN PENERTIBAN
93 4203940 PETUGAS PATWAL DAN PENGAMANAN KANTOR DAN RUJAB
94 4202136 PETUGAS PENGAMAN

95 4193864 PETUGAS PENGAMANAN

96 4211409 PETUGAS PENGAMANAN DAN OPERASIONAL

97 4218491 PETUGAS PENGAMANAN DAN PENGAWALAN

98 4208861 PETUGAS PENGAMANAN DETENI

99 4197753 PETUGAS PENGAMANAN HUTAN

100 4194811 PETUGAS PENGAMANAN INSTALASI

101 4194585 PETUGAS PENGAMANAN INSTALASI NUKLIR

102 4225342 PETUGAS PENGAMANAN INTALASI NUKLIR

103 4204213 PETUGAS PENGAMANAN JAGA

104 4204212 PETUGAS PENGAMANAN KANTOR

105 4217561 PETUGAS PENGAMANAN PINTU UTAMA

106 4208926 PETUGAS PENGATURAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS
107 4143264 PETUGAS PENJAGAAN

108 4217993 PETUGAS SATUAN PENGAMANAN KANTOR. TERMINAL
109 4216227 PETUGAS/PENJAGA KANTOR

110 4211341 REGU PENGAMANAN

111 4219750 SATUAN PENGAMAN NARAPIDANA

112 4205242 SATUAN PENGAMAN TAHANAN/NARAPIDANA

113 4219736 SATUAN PENGAMAN TAHANAN/NARAPIDANA KELAS JABATAN 5 ( LIMA )
114 4203925 SATUAN PENGAMANAN IMIGRASI

115 4203926 SATUAN PENGAMANAN INSTALASI NUKLIR

116 4218257 SATUAN PENGAMANAN NARAPIDANA

117 4218262 SATUAN PENGAMANAN NARAPIDANA/ TAHANAN

118 4219739 SATUAN PENGAMANAN NARPIDANA/TAHANAN

119 4218265 SATUAN PENGAMANAN NUKLIR

120 4218268 SATUAN PENGAMANAN PINTU UTAMA

121 4218271 SATUAN PENGAMANAN RUMAH TAHANAN KELAS IIB
122 4213697 SATUAN PENGAMANAN TAHANAN/NARAPIDANA

123 4219743 SATUAN PENGAMANAN TAHANAN/NARAPIDANA/BASAN BARAN
124 4194924 SECURITY

125 4214191 STAF KESATUAN PENGAMANAN

126 4214397 STAF KESATUAN PENGAMANAN KPLP

127 4211499 STAF PENGAMANAN

128 4212362 STAF PENGAMANAN PIMPINAN

129 4215867 STAF PENGAMANAN RUTAN KELAS Il B MUARA BULIAN
130 4217896 STAF SUB SEKSI PENGAMANAN DAN PENGELOLAAN
131 4220317 TENAGA PENGAMAN DAN PELAYAN KANTOR

132 4221541 TENAGA PENGAMAN KANTOR

133 4218844 TENAGA PENGAMAN LAINNYA

134 4146038 PROTOKOL/PRAMU ACARA

135 4146043 PRAMUWISATA DAN BUDAYA

136 4218144 PRAMURUKTI

137 4202089 PRAMUHUSADA INSTALASI RAWAT JALAN
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NO KODE JABATAN

138 4221578 PRAMUDATA FASILITAS DAN PERMASALAHAN PENATAAN PERLINDUNGAN
PENGELOLAAN HUTAN

139 4210598 PRAMU,CARAKA SEKRETARIAT UMUM

140 4146044 PRAMU WISMA

141 4146042 PRAMU WISATA

142 4146045 PRAMU WICARA

143 4206231 PRAMU URUSAN DALAM

144 4195115 PRAMU UMUM

145 4199751 PRAMU TERNAK

146 4209548 PRAMU TELPON

147 4146034 PRAMU TATA BUSANA JURU PELIHARA DAN PEMETAAN

148 4220061 PRAMU TAMU PADA SUB BAGIAN TAMU BAGIAN PROTOKOL

149 4219440 PRAMU TAMU KANWIL DEP.AGAMA

150 4220055 PRAMU TAMU DAN INFORMASI

151 4146027 PRAMU TAMU

152 4146036 PRAMU TAMAN DAN PEMELIHARAAN

153 4194588 PRAMU TAMAN

154 4146025 PRAMU SURAT

155 4206737 PRAMU STADION

156 4212103 PRAMU SEKRETARIS DAERAH

157 4218521 PRAMU SEKOLAH

158 4146037 PRAMU SARANA WISATA

159 4201266 PRAMU SARANA PENDIDIKAN

160 4146024 PRAMU SARANA KERJA

161 4198602 PRAMU SANDANG

162 4210639 PRAMU RUMAH TANGGA GUBERNUR

163 4206736 PRAMU RUMAH TANGGA BUPATI

164 4146040 PRAMU RUANG RAPAT GUBERNUR

165 4146039 PRAMU RUANG RAPAT

166 4199749 PRAMU RUANG

167 4146022 PRAMU PUSTAKA

168 4206735 PRAMU PUBLIKASI

169 4206734 PRAMU PROTOKOL

170 4210637 PRAMU PIMPINAN DPRD

171 4199748 PRAMU PIMPINAN

172 4146021 PRAMU PERSIDANGAN

173 4218518 PRAMU PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA

174 4206733 PRAMU PERLENGKAPAN

175 4212102 PRAMU PERJALANAN DINAS

176 4146020 PRAMU PENYALUR BARANG

177 4209544 PRAMU PENGGANDAAN

178 4146019 PRAMU PENGAIRAN

179 4206732 PRAMU PEMAKAMAN UMUM

180 4225344 PRAMU PEMAKAMAN

181 4206731 PRAMU PELAYANAN UMUM

182 4206730 PRAMU PELAYANAN RUMAH SUSUSN SEDERHANA SEWA

183 4206729 PRAMU PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DAN KEMATIAN

184 4206728 PRAMU PELAYANAN
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NO KODE JABATAN
185 4225925 PRAMU PEKARANGAN DAN TAMAN

186 4212101 PRAMU PAMERAN TETAP

187 4146035 PRAMU PAMERAN PENYULUHAN DAN PERPUSTAKAAN
188 4199024 PRAMU PAMERAN DAN PERAGAAN

189 4212100 PRAMU PAMERAN

190 4219437 PRAMU MESS DIKLAT

191 4225924 PRAMU MENU

192 4202088 PRAMU LAYANAN INFORMASI, ADUAN DAN KELUHAN MASYARAKAT
193 4202087 PRAMU LAYANAN

194 4206727 PRAMU LATIH SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
195 4146018 PRAMU LABORATORIUM TERAPI

196 4146017 PRAMU LABORATORIUM PANGAN

197 4146016 PRAMU LABORATORIUM MIKRO

198 4221600 PRAMU LABORATORIUM KANDANG

199 4146015 PRAMU LABORATORIUM

200 4206726 PRAMU LABORAT

201 4204077 PRAMU LA.BORATORIUM

202 4222336 PRAMU KUNCI

203 4218517 PRAMU KESYAHBANDARAN PERIKANAN

204 4218513 PRAMU KESEHATAN

205 4146028 PRAMU KELAS

206 4146014 PRAMU KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN

207 4199747 PRAMU KEBUN

208 4146047 PRAMU KARYA

209 4204076 PRAMU KAPAL RISET

210 4194253 PRAMU KAPAL Il

211 4194252 PRAMU KAPAL | KAPAL RISET

212 4219435 PRAMU INFORMASI PARIWISATA

213 4202084 PRAMU INFORMASI

214 4212077 PRAMU HUTAN KOTA

215 4146030 PRAMU HUSADA

216 4223056 PRAMU GUDANG DAN TAMAN

217 4146046 PRAMU GUDANG ATK

218 4146011 PRAMU GUDANG

219 4206725 PRAMU GOR

220 4222445 PRAMU GEDUNG DAN TAMAN

221 4210632 PRAMU FORMULIR PENDAFTARAN

222 4208663 PRAMU DOKUMENTASI INFORMASI PUBLIK

223 4206724 PRAMU DOKUMENTASI DAN INFORMASI PUBLIK
224 4206723 PRAMU DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
225 4206722 PRAMU DOKUMEN PERIZINAN

226 4146010 PRAMU DOKUMEN

227 4204075 PRAMU DATA SURTA (SURVEY DAN PEMETAAN)
228 4219432 PRAMU DATA PADA KANTOR BUPATI BURU DI NAMLEA
229 4219431 PRAMU DATA MUTASI

230 4146029 PRAMU DATA / PENYAJI DATA

231 4146033 PRAMU DAPUR

232 4201272 PRAMU CETAK

Halaman5/6




NO KODE JABATAN

233 4146008 PRAMU BUKU INDUK

234 4146007 PRAMU BOGA

235 4146006 PRAMU BERITA SANDI DAN TELEKOMUNIKASI

236 4206721 PRAMU BENIH IKAN

237 4146005 PRAMU BARANG

238 4146003 PRAMU BAHAN LAPORAN KERJA

239 4206720 PRAMU ASRAMA/GUEST HOUSE

240 4146032 PRAMU ASRAMA

241 4199746 PRAMU ARSIP

242 4213639 PRAMU ADMINISTRASI PIMPINAN

243 4146002 PRAMU ADMINISTRASI

244 4197354 PRAMU ACARA/SEKRETARIS

245 4146001 PRAMU ACARA PIMPINAN

246 4219429 PRAMU ACARA KEPALA BALAI

247 4206719 PRAMU ACARA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
248 4146041 PRAMU ACARA

249 4194285 PRAMU

250 4202013 PENGURUS BARANG, CARAKA DAN PRAMU KANTOR
251 4219325 PENGETIK DAN PRAMUKANTOR

252 4197736 PEMBUAT PETA DAN SKETSA PRAMU DATA SURVEY DAN PEMETAAN
253 4217293 PEMBINA UKM PRAMUKA

254 4216053 PELAKSANA PRAMUSAJI

255 4031013 JURU TEMUAN JURU PELIHARA PRAMU KELAS TATA KELAS
256 4200169 CARAKA, PRAMU KANTOR DAN PENGELOLA PERPUSTAKAAN
257 4200167 CARAKA DAN PRAMUKANTOR

258 4010004 ASISTEN PRAMU DATA

259 4218251 SATUAN PENGAMAN TK. Il

260 4159003 SATUAN PENGAMAN INSTALASI NUKLIR

261 4159002 SATUAN PENGAMAN IMIGRASI

262 4159006 SATUAN PENGAMAN HUTAN PENELITIAN

263 4159008 SATUAN PENGAMAN HUTAN LAINNYA

264 4159007 SATUAN PENGAMAN HUTAN DIKLAT
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